BAB I
 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Hak bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semuah tanah yang ada dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama, bersifat abdi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasa yang lain atas tanah.


Hak bangsa Indonesia atas tanah mempunyai sifat komunalistik, artinya semua tanah yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia merupakan tanah bersama rakyat indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria), Selain itu juga mempunyai sifat religius, artinya seluruh tanah yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria).


Hak bangsa Indonesia atas tanah merupakan induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah, mengandung pengertian bahwa semua hak penguasaan atas tanah yang lain bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah dan bahwa keberadaan hak penguasaan apapun, hak yang bersangkutan tidak meniadakan eksistensi hak bangsa Indonesia atas tanah.

Tanah merupakan faktor pendukung utama kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi tanah tidak hanya terbatas pada kebutuhan tempat tinggal,. tetapi juga tempat tumbuh kembang sosial, politik, dan budaya seseorang maupun suatu kominitas masyarakat.


Pengatur penggunaan tanah dalam bentuk perjanjian didaerah dalam kenyataannya menjadi sumber pendapatan daerah yang diharapkan. Regulasi bidang pertanahan juga dipengaruhi oleh aspek politik diantaranya adalah tarik menarik kewenangan Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.


Pada saat ini banyak instansi pemerintah mempergunakan tanah dibawah penguasaannya untuk kepentingan usaha, sementara Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa untuk instnsi pemerintah diberikan hak pakai khusus untuk kepentingan pelayanan publik tidak bersifat kormesial.


Dengan adanya Hukum Pertanahan diharapkan terciptanya kepastian hukum diindonesi sehingga menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Terlebih lagi masyarakat masih awam menggunakan Surat Keputusan (SK) kecamatan. Sehingga timbulah masalah tentang kepala desa/lurah tidak sempurna mencatat ataupun memelihara daftar induk atau mencatat peralihan tersebut,dan hanya memiliki pengetahuan umum bahwa tanah tersebut milik seseorang dan batas-batas tanah tersebut masih menurut patok- patok dan pohon-pohon yang mereka sepakati sehingga akan mengakibatkan adanya oknum lurah atau staff mencari kesempatan untuk kondisi ini untuk kepentingan sendiri

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai”.
B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status kepemilikan hak atas tanah masyarakat Desa Sukasari?

2. Bagaimanakah pemahaman dan kasadaran hukum masyarakat Desa Sukasari mengenai kepemilikan status hak atas tanah?
3. Apakah kendala-kendala yang dialami masyarakat Desa Sukasari dalam mengurus status kepemilikan hak atas tanah?
C. Tujuan Penelitian



Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah.

2. Untuk mengetahui status kepemilikan hak atas tanah masyarakat Desa Sukasari.

3. Untuk mengetahui pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Sukasari mengenai kepemilikan status hak atas tanah.
4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami masyarakat Desa Sukasari dalam mengurus status kepemilikan hak atas tanah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna untuk :

a. Kegunaan Teoritis
Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk referensi atau pedoman dalam penelitian selanjutnya. Selain itu menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan hukum pertanahan khususnya agraria.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penelitian

Untuk meningkatkan kemampuan berfikir dan menambah wawasan Khususnya yang berkaitan dengan status kepemilikan hak atas tanah masyarakat.

2. Bagi Kantor Desa Sukasari
Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi terhadap Kantor Desa Sukasari.

3. Bagi Universitas
Bagi Universitas, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika.
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